
 

406  
 

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK  TOBA (DESA 

UNTEMUNGKUR KECAMATAN MUARA) 

Wahila N Sianturi 1), Grace Theresia Hutahaean 2), Gomgom T.P. Siregar 3), Alusianto Hamonangan 4) 

 

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK  

TOBA (DESA UNTEMUNGKUR KECAMATAN MUARA) 

 

Oleh : 

Wahila N Sianturi 
1) 

Grace Theresia Hutahaean 
2) 

Gomgom T.P. Siregar 
3) 

Alusianto Hamonangan 
4) 

Universitas Darma Agung Medan 
1,2,3,4) 

E-mail : 

wahilasimatupang@gmail.com 
1) 

gracehutahaean@gmail.com 
2) 

gomgomsiregar@gmail.com
 3) 

alusiantoh710@gmail.com 
4) 

 

ABSTRACT 

For the Indonesian people, the existence of law cannot be separated from the long history of 

the existence of customary law which became an inseparable part of Indonesian society 

centuries ago. The existence of these customs are scattered in various regions in Indonesia, 

which differ from one another even within the same nation. These differences indicate the 

existence of customary law in that area is always developing and still keeping up with the 

times. The inheritance distribution system in the Toba Batak Customary itself is subject to 

much discrimination by Toba Batak women, so that over time many Batak women have sued 

for rights as heirs to court and have been accompanied by judges' decisions in court 

providing equality and the position of women in the division of inheritance in the Toba Batak 

community. Inequality of rights for daughters which causes polemics and debates in the 

division of inheritance of land ownership in today's Toba Batak society, causing customary 

rules to be abandoned or no longer used. -laws, journals and other media. The Civil Code 

(KUHPer) emphasizes that the division of inherited assets can only be carried out in the 

event of death. There are two ways to get an inheritance fairly, namely through inheritance 

absentantio and testamentair inheritance. Absentantio inheritance is inheritance obtained by 

law. The position of Batak women is closely related to their right to own property. Batak 

women have no right to be heirs, because if they marry they will become members of another 

family. Batak women may only get a small share of their father's property as a gift or gift in 

the form of "holong ni ate-ate" or in the form of ulos naso rabad or for the necessities of life. 

But with the issuance of the Decision of the Supreme Court dated January 31, 1968 

No.136K/Sip/1967, 
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ABSTRAK 

Bagi bangsa Indonesia, eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah 

panjang keberadaan hukum adat yang menjadi bagian yang tidak tak terpisahkan 

masyarakat Indonesia berabad-abad silam. Keberadaan adat tersebut tersebar di berbagai 

daerah di Indonesia, yang mana satu dengan yang lain berbeda- beda meskipun dalam 

rumpun satu bangsa.Perbedaan tersebut menunjukkan eksistensi hukum adat di daerah 

tersebut senantiasa berkembang dan masih mengikuti perkembangan zaman. Sistem 

pembagian waris di Adat Batak Toba itu sendiri banyak diskiriminasi yang didapat oleh 

perempuan Batak Toba, sehingga seiring perkembangan zaman banyak kaum perempuan 

Batak yang menggugat untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris ke pengadilan dan telah 

diiringi dengan putusan- putusan hakim di pengadilan yang memberikan persamaan dan 
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kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba. 

Ketimpangan hak pada anak perempuan yang menimbulkan polemik dan perdebatan dalam 

pembagian warisan kepemilikan tanah dalam masyarakat Batak Toba dewasa ini sehingga 

menyebabkan aturan-aturan adat akan ditinggalkan atau tidak dipakai lagi,Penelitian ini 

menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, 

undang-undang, jurnal dan media lainnya. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi 

kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan 

absentantio dan pewarisan testamentair. Pewarisan absentantio merupakan warisan yang 

didapatkan berdasarkan undang-undang. Kedudukan wanita batak sangat erat kaitannya 

dengan hak mereka dengan mempunyai hak milik. Wanita batak tidak berhak sebagai ahli 

waris, dikarenakan jika ia kawin ia akan jadi anggota keluarga lain. Wanita batak hanya 

mungkin memperoleh sedikit bagian dari harta bapaknya sebagai hadiah atau pemberian 

berupa “holong ni ate-ate” atau berupa ulos naso ra buruk maupun untuk keperluan 

kehidupannya. Tetapi dengan keluarnya Putusan Makamah Agung tanggal 31 Januari 1968 

No.136K/Sip/1967,  

Kata Kunci : Warisan, Batak Toba 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Masyarakati  bataki  tobai  

menganuti  sistemi  kekeluargaani  

patrilineali  yaitui keturunani  ditariki  

darii  ayahnya.i  Dilihati  darii  margai  

yangi  dipakaii  olehi  orangi  bataki 

yangi  diambili  darii  margai  

ayahnya.secarai  otomatisi  dapati  

dilihati  bahwai  kedudukani kaumi  laki-

lakii  dalami  masyarakati  adati  bataki  

tobai  dapati  dikatakani  lebihi  tinggii  

darii padai  kaumi  wanita.i  Tetapi,i  

seiringi  dengani  perkembangani  

zamani  yangi  dipengaruhii olehi  

perkembangani  ekonomi,i  politik,i  

ilmui  pengetahuani  dani  teknologi,i  

terjadii keinginani untuki 

menyeimbangkani haki dani kedudukani 

laki-lakii dani perempuan i terutama 

dalam hal pewarisan. Menurut ketentuan 

waris adat terdapat ketidakseimbangani 

antarai kewenangani dani haki kaumi 

perempuani dani kaumi laki-laki.i i i i 

Bagii bangsai Indonesia,i eksistensii 

hukumi tidaki bisai dilepaskani darii 

rangkaiani sejarahi  panjangi  

keberadaani  hukumi  adati  yangi  

menjadii  bagiani  yangi  tidaki  taki 

terpisahkani masyarakati Indonesiai 

berabad-abadi silam.i Keberadaani adati 

tersebuti tersebari dii berbagaii daerahi 

dii Indonesia,i  yangi manai satui 

dengani yangi laini berbeda-i bedai 

meskipuni dalami rumpuni satui bangsa. 

Perbedaani tersebuti menunjukkani 

eksistensii hukumi adati dii daerahi 

tersebuti senantiasai berkembangi dani 

masihi mengikutii perkembangani zaman.i 

Prosesi kelahirani hukumi adati tidaki 

hadiri secarai tiba-tiba,i melainkani  

tahapani  yangi  panjang.i  Dilihati  

darii  perkembangani  hidupi  manusia,i 

https://www.moneysmart.id/apa-yang-musti-dipertimbangkan-dalam-jual-beli-rumah-warisan/
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terjadinyai hukumi itui mulaii darii 

pribadii manusiai yangi diberii Tuhani 

akali pikirani dani Konteksi berlakunyai 

hukumi adati itui terdirii darii konteksi 

sosial budaya,i dimanai hukumi adati itui 

tumbuhi dani berkembangi dalami 

masyarakat,i walaupuni  tersebuti hukumi 

tidaki tertulisi tetapii ditaatii secarai 

sadari dani sepenuhi hati,i makai 

kekuatani berlakui secarai materielnyai 

tebali sebaliknya,i jikai hukumi ditaatii 

setelahi dii undangkani makai kekuatani 

formalnyai tebal.i Hukumi warisi adati 

mempunyaii keistimewaani tersendiri,i 

karenai hartai warisani sudahi dapati 

dipindahkani ataui beralihi maupuni 

dioperkani kepadai yangi berhaki 

menerimanyai berdasarkani hukum.i 

Padai saati pewarisi masihi hidupi dani 

padai umumnyai tatkalai pewarisi sudahi 

tuai (tidaki kuati bekerjai lagi). Hali 

inilahi yangi membedakani hukumi warisi 

adati dengani hukumi warisi menuruti 

Burgerlijki Wetboeki (BW). 

Perilakui yangi terus-menerusi 

dilakukani perorangani menimbulkani 

kebiasaani pribadi.i Kebiasaani yangi 

berulang-ulangi tersebuti akani menjelmai 

menjadii tatai kelakuani yangi menjadii 

pengikati antari manusia,i yangi lambati 

lauti akani menjadii kebiasaani ataui adati 

istiadati antari merekai sendiri.i Adati 

istiadati tersebuti akani menjadii kaidah-

kaidahi yangi dikenal,i diakuii dani 

dihargai,i dani jugai ditaatii olehi 

anggotai masyarakat.i Adati inilahi padai 

ujungnyai akani menjelmai menjadii 

hukumi yangi lahiri dani tumbuhi darii 

masyarakati itui sendiri,i yangi secarai 

singkati dinamakani hukumi adat.i 

Eksistensii hukumi adati lahiri diperolehi 

darii berbagaii cara.i Misalnyai saja,i 

keberadaannyai melaluii pengakuani dani 

diakuii secarai turun-temurun,i dani  

telahi tertuangi dalami hukumi saati ini,i 

hukumi positifi Hukumi positifi 

meskipuni lengkap,i namuni memilikii 

keterbatasan,i terutamai dalami hali 

penyelesaiani permasalahani yangi saati 

inii terjadii ataui dengani katai laini 

hukumi senantiasaii ketinggalani dengani 

faktanya.i Padai saati terjadii perselisihani 

antarai adati dani hukumi positif,i salahi 

satui upayai yangi munculi adalahi 

penyelesaiani melaluii putusani hakim.i 

Konteksi berlakunyai hukumi adati itui 

terdirii darii konteksi sosial-i budaya,i 

dimanai hukumi adati itui tumbuhi dani 

berkembangi dalami  masyarakat,i 

walaupuni tersebuti hukumi tidaki tertulisi 

tetapii ditaatii secarai sadari dani sepenuhi 

hati,i makai kekuatani berlakui secarai 

materielnyai tebali sebaliknya,i jikai 

hukumi  ditaatii setelahi dii undangkani 

makai kekuatani formalnyai tebal. 

Hukum kewarisan merupakan salah 

satu dari hukum Perdata secara 

keseluruhan dan merupakan bagian 
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terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum 

kewarisan sangat erat kaitannya dengan 

ruang lingkup kehidupan manusia, sebab 

setiap manusia pasti akan mengalami 

peristiwa hukum yang dinamakan 

kematian. Akibat hukum yang selanjutnya 

timbul dengan terjadinya peristiwa hukum 

kematian seseorang, diantaranya ialah 

masalah bagaimana pengurusan dan 

kelanjutan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban seseorang yang meninggal 

dunia tersebut. 

Hukumi warisi adati mempunyaii 

keistimewaani tersendiri,i karenai hartai 

warisani sudahi dapati dipindahkani ataui 

beralihi maupuni dioperkani kepadai 

yangi berhaki menerimanyai berdasarkani 

hukum.i Padai saati pewarisi masihi 

hidupi dani padai umumnyai tatkalai 

pewarisi sudahi tuai (tidaki kuati bekerjai 

lagi).i Hali inilahi yangi membedakani 

hukumi warisi adati dengani hukumi 

warisi menuruti Bur-gerlijki Wetboeki 

(BW).i Sistemi kekerabatani Patrilineali 

masyarakati adati Bataki Toba,i 

kedudukani anaki laki-lakii dani 

perempuani memilikii tanggungi jawabi 

yangi berbedai terhadapi clannya.i 

Anaki laki-lakii  

sepanjangi hidupi nyai akani 

mengenali clani ayahi nya,i sedangkani 

anaki perempuani mengenali duai clan,i 

yaitui clani ayahi nyai dani suaminya.i 

Dengani demikiani dalami rangkai 

hubungannyai dengani keduai clani 

tersebuti posisii anaki perempuani 

menjadii ambigui ataui tidaki jelas,i 

meskipuni berhubungani dengani 

keduanyai tetapii tidaki pernahi menjadii 

anggotai penuhi darii keduai clani 

tersebut. 

 Salahi satunyai sukui Bataki Toba,i 

yangi merupakani salahi satui golongani 

etnisi (suku)i yangi adai dii Provinsii 

Sumaterai Utarai memilikii tradisii 

(aturani 2i kebiasaan)i dalami prosesi 

pengaturani tanahi yangi berbedai dengani 

sukui lainnya.i Sukui Bataki Tobai 

menganuti garisi keturunani patrilineari 

yangi mengikutii garisi keturunani laki-

laki,i yangi dilihati darii marga-margai 

yangi dimiliki.i Berdasarkani garisi 

keturunani patrilineari inii (marga),i 

ajarani hidupi masyarakati Bataki Tobai 

lebihi mengutamakani keturunani anaki 

laki-lakii karenai akani membawai margai 

yangi disandang.i Mengenaii tanah,i 

masyarakati Bataki Tobai memandangi 

tanahi bukani sekedari tempati tinggali 

melainkani sesuatui yangi harusi dijagai 

dani dilestarikan. 

Dalami hali pengatuani tanahi yaitui 

dalami pembagiani warisani  

kepemilikani tanah,i masyarakati Bataki 

Tobai memegangi tradisii lebihi 

mengutamakani anaki laki-lakii sebagaii 

ahlii warisi keluargai karenai anaki laki-

lakii yangi akani melanjutkani keturunani 
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(marga)i ataui sistemi patrilinneari yangi 

dii anuti masyarakati Bataki Toba.i 

Keistimewaani anaki laki-lakii dalami 

pewarisani tanahi dii keluargai Bataki 

Tobai menimbulkani perdebatani haki 

padai anaki perempuani mengenaii 

warisani kepemilikani tanahi  darii orangi 

tuanyai dewasai ini.i Karenai padai 

hakekatnyai baiki anaki laki-lakii 

maupuni perempuani memilikii haki 

yangi samai dalami sebuahi keluargai dani 

tidaki adai pembedaani apapun. 

sepanjangi hidupi nyai akani 

mengenali clani ayahi nya,i sedangkani 

anaki perempuani mengenali duai clan,i 

yaitui clani ayahi nyai dani suaminya.i 

Dengani demikiani dalami rangkai 

hubungannyai dengani keduai clani 

tersebuti posisii anaki perempuani 

menjadii ambigui ataui tidaki jelas,i 

meskipuni berhubungani dengani 

keduanyai tetapii tidaki pernahi menjadii 

anggotai penuhi darii keduai clani 

tersebut. 

Salahi satunyai sukui Bataki Toba,i 

yangi merupakani salahi satui golongani 

etnisi (suku)i yangi adai dii Provinsii 

Sumaterai Utarai memilikii tradisii 

(aturani 2i kebiasaan)i dalami prosesi 

pengaturani tanahi yangi berbedai dengani 

sukui lainnya.i Sukui Bataki Tobai 

menganuti garisi keturunani patrilineari 

yangi mengikutii garisi keturunani laki-

laki,i yangi dilihati darii marga-margai 

yangi dimiliki.i Berdasarkani garisi 

keturunani patrilineari inii (marga),i 

ajarani hidupi masyarakati Bataki Tobai 

lebihi mengutamakani keturunani anaki 

laki-lakii karenai akani membawai margai 

yangi disandang.i Mengenaii tanah,i 

masyarakati Bataki Tobai memandangi 

tanahi bukani sekedari tempati tinggali 

melainkani sesuatui yangi harusi dijagai 

dani dilestarikan. 

Dalami hali pengatuani tanahi yaitui 

dalami pembagiani warisani  

kepemilikani tanah,i masyarakati Bataki 

Tobai memegangi tradisii lebihi 

mengutamakani anaki laki-lakii sebagaii 

ahlii warisi keluargai karenai anaki laki-

lakii yangi akani melanjutkani keturunani 

(marga)i ataui sistemi patrilinneari yangi 

dii anuti masyarakati Bataki Toba.i 

Keistimewaani anaki laki-lakii dalami 

pewarisani tanahi dii keluargai Bataki 

Tobai menimbulkani perdebatani haki 

padai anaki perempuani mengenaii 

warisani kepemilikani tanahi  darii orangi 

tuanyai dewasai ini.i Karenai padai 

hakekatnyai baiki anaki laki-lakii 

maupuni perempuani memilikii haki 

yangi samai dalami sebuahi keluargai dani 

tidaki adai pembedaani apapuni Dulunyai 

tradisii ataupuni aturani pembagiani 

warisani kepemilikani tanahi lebihi 

mengutamakani anaki laki-lakii sebagaii 

ahlii warisi mutlak,i diterimai dani 

diberlakukani olehi masyarakati Bataki 
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Toba.i Karenai anaki perempuani akani 

mendapatkani bagiani warisani darii 

pihaki laki-lakii (suami)i yangi akani 

dinikahii olehi 3i anaki perempuan.i 

Dalami pembagiani warisani kepemilikani 

tanah,i hukumi adati Bataki Tobai tidaki 

hanyai mengenali bagiani untuki anaki 

laki-lakii saja.i Melainkani cucui laki-

lakii pertamai (pahoppui panggoaran)i 

darii anaki laki-lakii pertamai dalami 

keluargai Bataki Tobai jugai memilikii 

haki pewarisani namuni tidaki dijelaskani 

besarani jumlahi darii bagiani masing-i 

masingi ahlii waris.i Haki perempuani 

adalahi tipis.i Diai adalahi haki 

menumpangi dani haki mengikut.i 

Seorangi Ibui tidaki berhaki secarai diam-

diami kepadai anaknyai ataui kepadai 

siapapuni kalaui tidaki diketahuii suami.i 

Ketikai seorangi perempuani dii rumahi 

orangtuanya,i diai adalahi haki 

menumpangi dirumahi orangtuanya,i bilai 

diai sudahi dikawinkani ,i diai tetapi haki 

menumpangi dii rumahi suaminya. 

Secara teoritis, pengertian masyarakat 

hukum dan masyarakat hukum adat 

berbeda. Kusmadi mengertikan 

masyarakat hukum sebagai suatu 

masyarakat yang menetapkan, terikat dan 

tunduk kepada tata hukumnya sendiri, 

sedangkan masyarakat hukum adat adalah 

masyarakat yang timbul secara spontan di 

wilayah tertentu yang berdirinya tidak 

ditetapkan atau diperintahkan oleh 

penguasa yang lebih tinggi atau penguasa 

lain, dengan atau solidaritas yang sangat 

besar diantara para anggotanya,  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hukum Waris Di Indonesia 

Sebuah keluarga di manapun di dunia 

ini, ada sebuah tradisi Pewarisan yang 

menjadi bagian dari hukum keluarga yang 

berlaku di suatu wilayah tertentu yang 

dianut dan diyakini. Filosofi warisan 

tersebut adalah mempertahankan 

kepemilikan suatu barang yang dimiliki 

oleh satu keluarga yang telah diperoleh 

dari perjuangan hidup agar tidak jatuh ke 

tangan pihak lain atau keluarga lain secara 

benar dan sah. Ada dua ajaran besar dalam 

pewarisan yang dianut oleh suatu 

masyarakat yakni ada yang diajarkan 

melalui keyakinan agama yang dianut dan 

yang satu lagi dari tradisi yang 

berkembang yang diajarkan secara turun 

temurun dari nenek moyang mereka 

sehingga begitu kuat tertanam untuk 

dipatuhi. 

Tatai carai ini,i adai yangi tertulisi 

dengani baiki dani adai pulai yangi tidak,i 

ketentuani ataui ajarani tertulisi banyaki 

diajarkani melaluii ketentuani agamai 

yangi dianuti sepertii agamai Islami 

dalami Alquran,i Nasranii dalami Alkitab,i 

Hindui dikenali  dengani pewarisani 

dalami kitabi Arthsastrai sedangkani 

dalami agamai Buddhai dalami kitabi 



 

412  
 

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK  TOBA (DESA 

UNTEMUNGKUR KECAMATAN MUARA) 

Wahila N Sianturi 1), Grace Theresia Hutahaean 2), Gomgom T.P. Siregar 3), Alusianto Hamonangan 4) 

 

tipitakai tidaki diatur,i hanyai sajai bahwai 

pengaturani tentangi haki warisi tersebuti 

hendaknyai disesuaikani dengani tradisii 

setempati dani kesepakatani bersamai darii 

semuai anggotai keluarga.i Tatai carai 

yangi dipakaii padai garisi besarnyai adai 

duai yaitui mengikutii tradisii yangi telahi 

ditetapkani olehi parai leluhuri yangi 

kemudiani dengani dikenali dengani 

istilahi hukumi adat,i sebagiani besari lagii 

mengikutii ajarani agamai yangi diyakinii 

yangi dianggapi memilikii kebenarani 

yangi lebihi adili dani mengikat.i Prinsipi 

utamai darii semuai hukumi warisi adalahi 

terbukanyai pewarisani selalui diawalii 

olehi meninggalnyai seseorangi dalami 

keluargai itu. 

Tatai aturani yangi dipakaii dalami 

membagii warisani biasanyai hal-hali 

yangi berkenaani dengani hartai bendai 

saja,i tetapii adai yangi memasukkani haki 

dani kewajibani yangi mengangkuti 

masalah-masalahi keperdataan.i 

Kompleksitasi masalahi pewarisani 

terkadangi menyisakani yangi padai 

akhirnyai berakhiri dengani hal-hali yangi 

menyangkuti masalah-masalahi hukumi 

keperdataani Kepidanaani dani 

administrasii negara.i Olehi karenai itui 

salahi satui tatai carai dalami 

penyelesaiani masalahi warisi inii bagii 

yangi tunduk 

padai hukumi perdatai Barati Makai 

jugai berlakui hukumi warisi yangi diaturi 

dalami hukumi warisi perdatai Barat. 

 

B. Hukumi Warisi adat 

Hukumi warisi adati adalahi hukumi 

adati yangi memuati garis-garisi 

ketentuani tentangi sistemi dani azasi 

hukumi waris,i tentangi hartai warisan,i 

pewarisi dani warisi sertai carai 

bagaimanai hartai warisani itui dialihkani 

penguasaani dani pemilikannyai  darii 

pewarisi kepadai waris.i Hukumi warisi 

adati sebenarnyai adalahi hukumi 

penerusani hartai kekayaani darii suatui 

generasii kepadai keturunannya. 

a. Sebabi keturunani Keturunani 

dalami hali inii  diutamakani 

adalahi anaki sebagaii ahlii warisi 

utamai yangi mempunyaii 

ketentuani berbeda.i Sesuaii 

dengani perbedaani sifati 

kekeluargaani dii berbagaii tempati 

iai tinggal. 

b. Sebabi perkawinani Seorangi istrii 

yangi ditinggali matii suaminyai  

ataui suamii yangi ditinggali matii 

istrinya,i dikebanyakani daerahi 

lingkungani hukumi adat,i 

dianggapi sebagaii orangi yangi 

asing.i Seorangi istrii yangi 

ditinggali  matii suaminyai hanyai 

dapati ikuti memilikii ataui 

mengambili hasili seumuri hidupi 

darii hartai peninggali suaminya. 

c. Sebabi adopsii Menuruti hukumi 
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adat,i anaki angkati mendapati 

warisani sebagaimanai anaki 

kandungnyai sendiri.i Jikai anaki 

yangi diadopsii itui kemenakannyai 

sendirii iai menjadii warisi 

terhadapi orangi tuai yangi 

sebenarnya,i kecualii dii Sumaterai 

yangi menetapkani hubungani 

warisi dengani orangi tuai dani 

kerabatnyai sendirii telahi terputus. 

Hukumi warisi adati adalahi hukumi 

yangi memuati garis-garisi ketentuani 

tentangi sistemi dani asas-asasi hukumi 

waris,i tentangi hartai warisan,i pewarisi 

dani warisi sertai carai bagaimanai hartai 

warisani itui dialihkani olehi pemiliknyai 

darii pewarisi kepadai  ahlii waris.i 

Hukumi inii sesungguhnyai adalahi 

hukumi penerusani sertai mengoperkani 

hartai kekayaani darii sesuatui genarasii 

kepadai keturunannya.Dii dalami 

Hukumi adati sendirii tidaki mengenali 

cara-carai pembagiani dengani 

penghitungani tetapii didasarkani atasi 

pertimbangan,i mengingati wujudi 

bendai dani kebutuhani warisi yangi 

bersangkutan.i Hukumi adati warisi 

memuati peraturan-peraturani yangi 

mengaturi prosesi meneruskani sertai 

mengoperkani barang-barangi hartai 

bendai dani barang-barangi tidaki 

berwujudi darii angkatani manusiai 

kepadai turunannya. 

Hukumi adati warisi meliputii norma-

normai hukumi yangi menetapkani hartai 

kekayaani baiki yangi materiili maupuni 

immateriali yangi manakahi darii 

seseorangi yangi dapati diserahkani 

kepadai keturunannya.i Jadi,i Hukumi 

warisi adati adalahi aturan-aturani 

hukumi yangi mengaturi tentangi carai 

penerusani dani peralihani hartai 

kekayaani yangi berwujudi maupuni 

yangi tidaki berwujudi darii generasii kei 

generasi.i Secarai teoritisi hukumi warisi 

adati dii Indonesiai sesungguhnyai 

dikenali banyaki ragami sistemi 

kekeluargaani dii dalami masyarakat.i 

Hukumi adati warisani meliputii norma-

normai hukumi yangi menetapkani hartai 

kekayaani baiki materili maupuni yangi 

immateriili yangi manakahi darii 

seseorangi yangi dapati diserahkani 

kepadai keturunani sertai yangi sekaligusi 

jugai mengaturi saat,i carai dani prosesi 

peralihannya. 

Menurut A.Qodri Azizy yang di kutip 

oleh Komari, memberikan konsep secara 

dinamis bahwa hukum adat Indonesia ini, 

lebih tepat disebut “hukum 

kebiasaan”(customary law) atau hukum 

yang hidup di masyarakat (living law), 

sedangkan Dalam pengertian yang statis 

adalah kebiasaan atau adat istiadat 

bangsa Indonesia yang telah menjadikan 

sebuah disiplin dan dikategorikan secara 

baku. 
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C. Corak Hukum Adat dalam 

Masyarakat Batak 

Untuki melihati konteksi hukumi adati 

dalami dimensii pembangunani hukumi 

nasional,i perlui menguraii coraki 

hukumi adati lebihi dahului agari 

mendapatkani gambarani menyeluruhi 

tentangi Eksistensii Pewarisani dalami 

hukumi adat.i Dalami  berbagaii 

literaturi seringi kalii ditemukan,i bahwai 

dalami kerangkai membicarakani 

tentangi hukumi adat,i terlebihi dahului 

dikemukakani mengenaii masyarakati 

hukumi adat.i Hali inii sangati pentingi 

untuki melihati aspeki hukumi yangi 

dihasilkannya,i karenai coraki 

masyarakati hukumi adati satui samai 

lainnyai terdapati perbedaan.i 

Hadikusumai  membagii karakteristiki 

hukumi adat,i yaitu:i tradisional,i 

keagamaan,i kebersamaan,i konkreti dani 

visual,i terbukai dani sederhana,i dapati 

berubahi dani menyesuaikani 

perkembangan,i tidaki terkodifikasi,i 

musyawarahi dani mufakat.i Coraki inii 

yangi samai jugai diungkapkani olehi 

Wiranatai dalami bukunyai yangi 

berjuduli “Hukumi Adati Indonesiai 

perkembangannyai darii Masai kei 

Masa.”i Hukumi adati bersifati 

tradisional,i bersifati turun-temuruni darii 

zamani dahului sampaii saati ini,i masihi 

berlakui dani dipertahankani olehi 

masyarakati setempat.Misalnyai sajai 

dalami kekerabatani masihi belakui 

menariki garisi keturunani berdasarkani  

ibu,i  bapak,i  dani  ataui  keduanya.i  

Padai  masyarakati  Bataki  masihi  

belakui apayangi dinamakani dalihani nai 

tolu,i sombai marhula-hula,i manati 

mardongani  tubu,i dani eleki marborui 

dalami kekerabatan.i Sifati keagamaani 

terkaiti erati dengani keyakinan/ 

kepercayaani terhadapi hali yangi 

bersifati gaibi yangi menentukani 

kehidupani manusia,i sehinggai segalai 

sesuatui terdapati campuri tangani Yangi 

Mahai Esa. Perilakui dani kaidahi yangi 

berlakui dii masyarakati sangati erati 

dengani keyakinani terhadapi agamai 

yangi diyakinii olehi masyarakati 

setempat. 

 

3. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah, 

maka metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian hukum 

empiris, yaitu penelitian yang bersumber 

dari bahan lapangan disertai dengan 

perbandingan kepustakaan.Penelitian 

dilakukan di Desa Untemungkur 

Kecamatan Muara.Kepala Desa Carles 

Sianturi dan tokoh adat Jure Sianturi. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

maka penelitian ini memakai : 

a. Data Primer, yaitu data yang 
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diperoleh langsung dari 

narasumber dan responden 

b. Data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dengan mempelajari 

berbagai literatur, dokumen-

dokumen, peraturan perundang-

undangan dan doktrin yang 

berkaitan dengan penyusunan 

penulisan ini 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dilakukan dengan wawancara bebas 

dan terpimpin yaitu dengan 

mempersiapkan terlebih dahulu 

pertanyaan sebagai pedoman, namun 

tetap masih dimungkinkan adanya variasi 

pertanyaan yang disesuaikan dengan 

situasi pada waktu wawancara. 

Dilakukan dengan penelitian studi 

kepustakaan guna mendapatkan landasan 

teoritis sebagai dasar penulisan 

 

4. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian akan dianalisis secara 

kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan 

dengan memahami rangkaian data yang 

dikumpulkan secara sistematis, sehingga 

memperoleh gambaran yang 

komperehensif mengenai permasalahan 

yang diteliti. Didukung juga dengan 

metode berpikir dalam penyimpulan data 

yaitu metode deduktif sebagai 

penyimpulan dari pengetahuan yang 

bersifat umum.  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kewarisan Menurut Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata 

dan Hukum          Islam 

1. Menurut Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata 

Hukumi warisi adalahi hukumi yangi 

mengaturi tentangi peralihani hartai 

kekayaani yangi ditinggalkani seseorangi 

yangi meninggali sertai akibatnyai bagii 

parai ahlii warisnya.i Padai asasnyai 

hanyai hak-haki dani kewajibani dalami 

lapangani hukumi kekayaan/hartai bendai 

sajai yangi dapati diwarisi.i Beberapai 

pengecualian,i sepertii haki seorangi 

bapaki untuki menyangkali sahnyai 

seorangi anaki dani haki seorangi anaki 

untuki menuntuti supayai dinyatakani 

sebagaii anaki sahi darii bapaki ataui 

ibunyai (keduai haki itui adalahi dalami 

lapangani hukumi kekeluargaan),i 

dinyatakani olehi undnag-undangi 

diwarisii olehi ahlii warisnya. 

Pasali 830i menyebutkani Pewarisani 

hanyai berlangsungi karenai kematian.i 

Jadi,hartai peninggalani barui terbukai 

jikai sii pewarisi telahi meninggali duniai 

saati ahlii warisi masihi hidupi ketikai 

hartai warisani terbuka.i Dalami hali ini,i 

adai ketentuani khususi dalami Pasali 2i 

KUHPer,i yaitui anaki yangi adai dalami 

kandungani seorangi perempuani 

dianggapi sebagaii telahi dilahirkani bilai 

kepentingani sii anaki menghendakinya.i 
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Matii sewaktui dilahirkani dianggapi iai 

tidaki pernahi ada.i Jelasnya,i seorangi 

anaki yangi lahiri saati ayahnyai telahi 

meninggal,i berhaki mendapati warisan.i 

Hali inii diaturi dalami Pasali 836,i 

“Dengani mengingati akani ketentuani 

dalami Pasali 2i Kitabi ini,i suapayai 

dapati bertindaki sebagaii waris,i 

seorangi harusi telahi adai padai saati 

warisannyai  jatuhi meluang”.i Setelahi 

seorangi dinyatakani meninggali dunia,i 

makai muncullahi beberapai kewajibani 

bagii parai ahlii warisi terhadapi pewarisi 

untuki menunaikannyai sebelumi hartai 

warisani pewarisi tersebuti dibagikani 

kepadai ahlii warisnya.i Kewajiban-

kewajijbani tersebuti adalahi sebagaii 

berikuti : 

a. Biayai pengurusani mayat.i Biaya-

biayai dimaksudi menyangkuti 

biayai untuki membelii tanahi 

kuburan,i biayai pemandian,i 

pengkafanan,i dani biayai 

pemakaman 

b. Membayari utang-utangi sii mayat,i 

bilai ada 

c. Menunaikani wasiati sii mayat,i 

bilai ada. 

Dalami undang-undangi terdapati duai 

carai untuki mendapati suatui warisan,i 

yaitui sebagaii berikuti : 

a. Secarai  abi  intestatoi  (ahlii  

warisi  menuruti  undang-undang)i  

dalami  pasali  832. Menuruti 

ketentuani undang-undnagi ini,i 

yangi berhaki menerimai bagiani 

warisani adalahi parai keluargai 

sedarah,i baiki sahi maupuni diluari 

kawini dani suamii istriyangi hidupi 

terlama.i Keluargai sedarahi yangi 

menjadii ahlii warisi inii dibagii 

dalami empati golongani yangi 

masing-masingi merupakani ahlii 

warisi golongani pertama,i kedua,i 

ketiga,i dani golongani keempat. 

b. Secarai testamentairi (ahlii warisi 

karenai ditujuki dalami wasiati =i  

testamen)i dalami Pasali 899.i 

Dalami hali inii pemiliki kekayaani 

membuati wasiati untuki parai ahlii 

warisnyai ditunjuki dalami surati 

wasiat/testamen. Sifati Hukumi 

Warisi Perdatai Barati (BW),i yaitui 

menganuti : 

a. Sifati Pribadi.i Ahlii warisi 

adalahi perseorangan,i bukani 

kelompoki ahlii waris, 

b. Sistemi bilateral.i Mewarisi darii 

pihaki ibui maupuni bapak 

c. Sistemi perderajatan.i Ahlii 

warisi yangi derajatnyai lebihi 

dekati dengani sii pewarisi 

menutupi ahlii warisi yangi lebihi 

jauhi derajatnya. Adapuni hak-

haki yangi dipunyaii ahlii warisi 

ialahi sebagaii berikuti : 

a. Haki Saisine 

Haki tersebuti diaturi dalami 
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Pasali 833i ayati (1)i KUHi 

Perdatai yangi menyatakani 

bahwai :i Selaini ahlii warisi 

dengani sendirinyai karenai 

hukumi memperolehi haki 

atasi segalai barang,i segalai 

haki dani segalai piutangi 

yangi meninggali dunia.i 

Katai saisinei berasali darii 

bahasai Perancisi “Lei morti 

saisiti lei viti “i yangi beratii 

bahwai yangi matii dianggapi 

memberikani  miliknyai 

kepadai yangi masihi hidup.i 

Maksudnyai adalahi bahwai 

ahlii warisi segerai padai saati 

meninggalnyai pewarisi 

mengambili alihi semuai hak-

haki dani kewajiban-i 

kewajibani pewarisi tanpai 

adanyai suatui tindakani darii 

mereka,i kendatipuni merekai 

tidaki mengetahuinya. 

b. Haki Hereditatisi Petitio. 

Haki inii diberikani undang-

undangi kepadai parai ahlii 

warisi terhadapi mereka,i 

baiki atasi dasari suatui titeli 

ataui tidaki menguasaii 

seluruhi ataui sebagiani darii 

hartai peninggalan,i sepertii 

jugai terhadapi merekai yangi 

secarai liciki telahi 

menghentikani 

penguasaannya.i Dalami 

KUHPerdata,i haki inii 

diaturi dalami pasali 834i 

dani 835. 

c. Haki untuki menuntuti bagiani 

warisan 

Haki inii diaturi dalami pasali 

1066i KUHPerdata.i Haki inii 

merupakani haki yangi 

terpentingi dani merupakani 

cirii khasi darii hukumi waris.i 

Pasali 1066i mengatakani  

bahwa:i  “i  Tiadai  

seorangpuni  yangi  

mempunyaii  bagiani  dalami 

hartai peninggalani 

diwajibkani menerimai 

berlangsungnyai hartai 

peninggalani itui dalami 

keadaani tidaki terbagi.i 

Pemisahani inii setiapi waktui 

di apati dituntut,i biarpuni adai 

larangani untuki 

melakukannya.i Namuni 

dapatlahi diadakani persetujuani 

untuki selamai suatui waktui 

tertentui tidaki melakukani 

pemisahan.” 

d. Haki untuki menolaki warisan 

Diaturi dalami pasali  1045i 

joi  pasali 1051i 

KUHPerdata.i Pasali  1051i 

berbunyi :”Tiadai seorangpuni 
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diharuskani menerimai 

berlangsungnyai hartai 

peninggalani keadaani tidaki 

terbagi.i Pemisahani hartai 

peninggalani itui dapati 

sewaktu-waktui dituntut,i 

meskipuni adai ketentuani 

yangi bertentangani dengani 

itu.i Akani tetapii dapati 

diadakani persetujuani untuki 

tidaki melaksanakani 

pemisahani hartai peninggalani 

itui selamai waktui tertentu.i  

Perjanjiani demikiani hanyai 

mengikati untuki 5i tahun,i 

tetapii tiapi kalii lewati jangkai 

waktui itu,i perjanjiani itui 

dapati diperbaharui. 

 

2. Menuruti Hukumi Islam 

Hukumi kewarisani adalahi hukumi 

yangi mengaturi tentangi haki pemilikani 

hartai peninggalani (tirkah)i pewaris,i 

menentukani siapa-siapai yangi berhaki 

menjadii ahlii warisi dani beberapai 

bagiannyai masing-masing. 

a. Sebab-sebabi mewarisi 

Dalami kajiani fiqhi Islam,i adai 

beberapai hali yangi menyebabkani 

seseorangi dengani orangi laini 

salingi warisi mewarisi,i yaitui : 

1. Karenai hubungani pertaliani 

darah 

Ajarani Islami mengauri bahwai 

hubungani kekerabatani melaluii 

pertaliani darahi merupakani 

factori penyebabi antarai 

seseorangi dengani orangi laini 

salingi mewarisi.Kekerabatani 

melauii hubungani darahi dapati 

dalami bentuki hubungani 

kekerabatani dalami garisi lurusi 

kei atas,i ataui kekerabatani 

dalmi garisi lurusi kei bawahi 

sertai kekerabatani dalami garisi 

menyamping.i Kekerabatani 

dalami garisi lurusi kei atasi 

terdirii darii bapak,i ibu,i 

kakek,i ataui neneki darii pihaki 

ayahi ataui darii pihaki ibu.i 

Pamani ataui bibii darii ayahi 

ataui pihaki ibu.i Kekerabatani 

garisi lurusi kei bawahi yaitui 

anak,i cucui dani seterusnyai kei 

bawah. Allahi mensyari'atkani 

kepadamui tentangi (pembagiani 

warisani untuk)i anak-i 

anakmu,i yaitui bagiani seorangi 

anaki laki-lakii samai dengani 

bagiani duai orangi anaki 

perempuan.i Dani jikai anaki 

itui semuanyai perempuani 

yangi jumlahnyai lebihi darii 

dua,i makai bagiani merekai 

duai pertigai darii hartai yangi 

ditinggalkan.i Jikai anaki 

perempuani itui seorangi saja,i 

makai diai memperolehi 
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setengahi (hartai yangi 

ditinggalkan).Dani untuki 

keduai ibu-bapak,i bagiani 

masing-masingi seperenami 

darii hartai yangi ditinggalkan,i 

jikai yangi meninggali itui 

mempunyaii anak.i Jikai orangi 

yangi meninggali tidaki 

mempunyaii anaki dani diai 

diwarisii olehi keduai ibu-

bapaknyai (saja),i makai ibunyai 

mendapati sepertiga.i Jikai 

yangi meninggali itui 

mempunyaii beberapai saudara,i 

makai ibunyai mendapati 

seperenam. Pembagian-

pembagiani tersebuti dii atasi 

setelahi dipenuhii wasiati yangi 

dibuatnyai ataui setelahi dibayari 

hutangnya.i Tentangi orangi 

tuamui dani anak-anakmu,i 

kamui tidaki mengetahuii siapai 

dii antarai merekai yangi lebihi 

banyaki manfaatnyai 

bagimu.Inii adalahi ketetapani  

Allah.i  Sungguh,i  Allahi  

Mahai  Mengetahuii  lagii  

Mahai  Bijaksana.i Kekerabatani 

garisi menyamping,i adalahi 

saudarai sekandung,i saudarahi 

seayah,i saudarai seibui dani 

keturunannya.i Islami 

membedakani kewarisani 

saudarai seibui dengani saudarai 

kandungi dani saudarai seayah. 

2. Karenai ikatani perkawinani 

yangi sah 

Hubungani kekerabatani yangi 

menyebabkani haki salingi 

mewarisii antarai suamii dani 

istrii adalahi ketikai pewarisi 

padai saati meninggalnyai 

masihi dalami ikatani 

perkawinani sahi dengani 

pasangannyai yangi hidupi 

terlama.i Suamii ataui istrii 

dalami mewarisii selalui 

mempunyaii kedudukani 

sebagaii dzawili furudh,i dani 

sebagaii ahlii warisi dzawili 

furudh. 

 

b. Prinsipi Kewarisani dalami Islam 

Sebagaii hukumi agamai yangi 

utamanyai bersumberi darii wahyui 

Allahi yangi disampaikani olehi 

Nabii Muhammadi saw,i hukumi 

kewarisani Islami mengandungi 

berbagaii asasi yangi dalami 

beberapai hali berlakui pulai dalami 

hukumi kewarisani yangi 

bersumberi  darii  akali manusia.i  

Disampingi  itu,i  Hukumi  

kewarisani Islami  jugai mempunyaii 

coraki tersendirii yangi 

membedakannyai dengani hukumi 

kewarisani lain.i Berbagaii asasi 

hukumi inii memperlihatkani 
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bentuki karakteristiki darii hukumi 

kewarisani Islami itu.i Adapuni 

mengenaii asas-asasi kewarisani 

Islami yaitu: 

1. Asasi Ijbari 

Dalami Hukumi Islami 

peralihani hartai darii orangi 

yangi telahi meninggali kepadai 

orangi yangi masihi hidupi 

berlakui dengani sendirinyai 

tanpai usahai darii yangi akani 

meninggali  ataui  kehendaki  

yangi  akani  menerima.i   

 

B. Sistemi Pewarisani dalami Hukumi 

Adati Batak 

Adai tigai macami sistemi pewarisani 

secarai hukumi adat,i yaitui : 

1. Sistemi Pewarisani Individual 

Yangi merupakani cirii sistemi 

pewarisani individuali adalahi 

bahwai hartai warisani akani 

terbagi-bagii haki kepemilikannyai 

kepadai parai ahlii waris,i hali inii 

sebagaimanai yangi berlakui 

menuruti hukumi KUHi Perdatai 

dani Hukumi Islam,i begitui pulai 

halnyai berlakui bagii masyarakati 

dii lingkungani masyarakati 

hukumi adati sepertii padai 

keluarga-i keluargai Bataki 

Patrilineali dani keluarga-keluargai 

Jawai yangi parental. 

a. Kelebihani darii sistemi 

pewarisani individuali adalahi 

dengani adanyai pembagiani 

hartai warisani makai masing-

masingi individui ahlii warisi 

mempunyaii haki miliki yangi 

bebasi atasi bagiani masing-

masingi yangi telahi diterimanya.i 

Kelemahani sistemi pewarisani 

individuali adalahi selaini hartai 

warisani tersebuti menjadii 

terpecah-pecah,i dapati 

mengakibatkani putusnyai 

hubungani kekerabatani antarai 

keluargai ahlii warisi yangi satui 

dengani yangi lainnya.i Hali inii 

berartii asasi hidupi kebersamaani 

dani tolongi menolongi menjadii 

lemahi dii antarai keluargai ahlii 

warisi tersebut.i Hali inii 

kebanyakani terjadii dii 

masyarakati adati yangi beradai 

dii perantauani dani telahi jauhi 

beradai darii kampungi 

halamannya.i Sistemi Pewarisani 

Kolektif Cirii darii sistemi 

pewarisani kolektifi inii adalahi 

bahwai hartai warisani itui 

diwarisii ataui lebihi tepatnyai 

dikuasaii olehi sekelompoki ahlii 

warisi dalami keadaani tidaki 

terbagi-i bagi,i yangi seolah-olahi 

merupakani suatui badani 

keluarga/kerabati (badani hukumi 

adat).i Hartai peninggalani 
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sepertii inii disebuti "hartai 

pusaka"i dii Minangkabaui dani 

"hartai menyanak"i dii Lampung.i 

Dalami sistemi mi,i hartai 

warisani orangi tuanyai (hartai 

pusakai rendah)i hartai 

peninggalani seketurunani ataui 

sukui darii moyangi asali  (margai 

genealogis)i tidaki dimilikii 

secarai pribadii olehi ahlii warsi 

yangi bersangkutan.i Akani 

tetapii parai anggotai keluargai 

/kerabati hanyai bolehi 

memanfaatkani misalnyai tanahi 

pusakai untuki digarapi bagii 

keperluani hidupi keluarganya,i 

ataui rumahi pusakai itui bolehi 

ditunggui dani didiamii olehi 

salahi seorangi darii merekai 

yangi sekaligusi mengurusnya. 

b. Sistemi Pewarisani Mayorat 

Yangi merupakani cirii sistemi 

pewarisani mayorati adalahi 

hartai peninggalani orangi tuai 

(pusakai rendah)i ataui hartai 

peninggalani leluhuri kerabati 

(pusakai tinggi)i tetapi utuhi dani 

tidaki dibagi-bagikani kepadai 

masing-masingi ahlii waris,i 

melainkani dikuasaii olehi anaki 

sulungi laki-lakii (mayorati pria)i 

dii lingkungani masyarakati 

patrilineali dii Lampungi dani 

Balii ataui tetapi dikuasaii olehi 

anaki sulungi perempuani 

(mayorati wanita)i dii  

lingkungani masyarakati 

matriliniali semendoi dii 

Sumaterai Selatani dani 

Lampung. Sistemi inii hampiri 

samai dengani pewarisani 

kolektifi dimanai hartai warisani 

tidaki dibagi-bagii kepadai parai 

ahlii waris,i melainkani sebagaii 

haki miliki bersama.i Bedanyai 

padai sistemi pewarisani 

mayorati ini,i anaki sulungi 

berkedudukani sebagaii 

penguasai tunggali atasi hartai 

warisani dengani haki dani 

kewajibani mengaturi dani 

mengurusi kepentingani adik-

adiknyai atas,i dasari 

musyawarahi dani mufakati darii 

anggotai keluargai ahlii warisi 

lainnya.i Kelemahani darii 

sistemi mayorati inii adalahi 

samai  dengani kelemahani 

padai sistemi pewarisani 

kolektif,i yaitui dimanai 

keutuhani dani terpeliharanyai 

hartai bersamai tergantungi 

kepadai siapai yangi 

mengurusnyai ataui 

kekompakani kelompoki 

anggotai keluarga/kerabati yangi 

mempertahankannya. 

Sedangkani sistemi pewarisani dalami 
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hukumi adati Bataki Tobai adalahi :i 

Masyarakati  Adati  Bataki  Tobai  

dikenali  beberapai  istilahi  yangi  

merendahkani  martabati anaki perempuani 

antarai laini : 

1. Sigokii jabui nii halaki doi ianggoi 

borui (anaki perempuani adalahi 

untuki mengisii rumahi orang). 

2. Mangani tuhori niborui (anaki 

perempuani dianggapi barangi 

dagangani yangi diperjual-belikan). 

3. Holani anaki doi sijaloi 

teanteanani (zamani dahului adai 

tuntutani untuki mendahulukani 

anaki laki-lakii dalami 

melestarikani marga,i sehinggai 

anaki laki-i lakii berhaki memilikii 

sertai berbicarai mengenaii ikatani 

adati secarai hukum). 

Adati Bataki Tobai apabilai anaki 

perempuani ataui darii suatui keluargai 

tidaki memilikii anaki laki-lakii ataui 

saudarai laki-laki,i makai tidaki berhaki 

mendapatkani warisani karenai sudahi 

dianggapi punui (punah)i dani tidaki 

akani dapati melanjutkani silsilahi 

keluarganyai dani keluargai tersebuti 

akani hilangi begitui saja.i Anaki 

perempuani yangi demikiani disebuti 

“siteanon”,i artinyai semuai hartai 

warisani ayahnyai tidaki bolehi adai 

padanyai dani harusi diwarisii kepadai 

anaki laki-lakii darii saudarai laki-lakii 

ayahnya. 

Perkembangani masyarakati adati 

Bataki Tobai yangi adai sekarangi telahi 

menjadii perkembangani hukumi dalami 

pembagiani hartai warisani yangi 

didasarii olehi perkembangani zaman,i 

agama,i teknologi,i ekonomi,i dani 

melaluii pendidikani serta 

pengetahuannya.i Makai kaumi 

perempuani banyaki mengalamii 

penolakani terhadapi sistemi 

kekerabatani patrilineali yangi dirasakani 

adanyai pembedaani antarai laki-lakii 

dani perempuani dalami pembagiani 

warisani yangi menimbulkani 

ketidaksetaraani dani tidaki adanyai rasai 

keadilan. 

Sistem pembagian waris di Adat 

Batak Toba itu sendiri banyak 

diskiriminasi yang didapat oleh 

perempuan Batak Toba, sehingga seiring 

perkembangan zaman banyak kaum 

perempuan Batak yang menggugat untuk 

mendapatkan hak sebagai ahli waris ke 

pengadilan dan telah diiringi dengan 

putusan-putusan hakim di pengadilan 

yang memberikan persamaan dan 

kedudukan perempuan dalam pembagian 

warisan pada masyarakat Batak Toba. 

Putusan dengan menyetarakan hak laki-

laki dan perempuan telah berpengaruh 

terhadap terjadinya proses perubahan 

dikalangan masyarakat adat Batak Toba, 

tetapi masih ada putusan yang 

memberikan dampak kekalahan bagi 
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kaum perempuan Batak Toba yang 

menunjukkan substansi hukum adat 

masih kuat. Perempuan Batak Toba 

terus melakukan perjuangan yang gigih 

untuk menolak sistem patrilineal yang 

masih berlaku di adat Batak Toba.Sistemi 

pewarisani individual 

a. Padai keluarga-keluarga Patrilineali 

dii tanahi Bataki padai umumnyai 

berlakui sistemi pewarisani 

individuali ini,i yaitui hartai warisani 

terbagi-bagii kepemilikannyai 

kepadai masing-masingi ahlii waris.i 

Salahi satui  kelebihani sistemi 

pewarisani individuali inii adalah 

dengan adanyai pembagiani 

terhadap,i hartai warisani kepadai 

masing-masingi pribadii ahlii waris,i 

merekai masing-i masingi bebasi 

untuki menentukani kehendaknyai 

terhadapi bagiani warisani itu.i 

Sistemi pewarisani mayorati laki-

laki. Padai masyarakati sukui Bataki 

selaini sistemi pewarisani individuali 

adai jugai sebagiani masyarakati 

yangi menggunakani sistemi 

pewarisani mayorati laki-laki,i yaitui 

sistemi pewarisani yangi 

menentukani bahwai hartai warisani 

seluruhnyai dikuasaii dani dipeliharai 

olehi anaki laki-lakii sulung. 

b. Sistemi pewarisani minorati laki-laki 

Padai sebagiani sukui Batak,i anaki 

laki-lakii bungsui dapati diberii 

kepercayaani untuki menguasaii 

dani memeliharai hartai warisani 

peninggalani orangi tuanya. 

Misalnyai iai yangi palingi lamai 

tinggali dii rumahi warisani orangi 

tua,i dengani demikiani iai 

merupakani orangi yangi menjagai 

dani memeliharai rumahi warisani 

tersebut. Perubahan/perkembangani 

yangi terjadii padai kedudukani 

anaki  perempuani dalami hukumi 

pewarisan,i saati inii dipengaruhii 

olehi prinsip-prinsipi sistemi 

patrilineali mumii sertai asasi 

ketidaksetaraani terhadapi anaki 

perempuan.i Tetapii dengani 

keluarnyai Tapi MPRSi Noi II/ 

1960i disusuli dengani turunnyai 

Putusani Mahkamahi Agungi Noi 

179K/ Sip/ 1960i dani Putusani 

Mahkamahi Agungi Noi 179i 

K/Sip/1961i dani hinggai 

keluarnyai UUi No.i Ii tahuni 

1974i tentangi UUi Perkawinani 

sertai dipengaruhii olehi politik,i 

ekonomii dani ilmui pengetahuan,i 

kedudukani anaki perempuani 

dalami pewarisani khususnyai 

orangi Batak. 

 

5. SIMPULAN  

Masyarakat batak Toba menganut 

sistem kekeluargaan patrilineal yaitu garis 

keturunan ditarik dari ayahnya. Dapat di 
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katakana kedudukan anak laki-laki lebih 

tinggi dari kedudukan perempuan terutama 

dalam hal waris.  Wanita batak tidak 

berhak sebagai ahli waris, dikarenakan jika 

ia kawin ia akan jadi anggota keluarga 

lain. Wanita batak hanya mungkin 

memperoleh sedikit bagian dari harta 

bapaknya sebagai hadiah atau pemberian 

berupa “holong ni ate-ate” atau berupa 

ulos  naso ra buruk maupun untuk 

keperluan kehidupannya. Akan tetapi, 

seiring dengan perkembangan zaman yang 

dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, 

politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

adanya pergeseran pembagian warisan 

bagi masyarakat batak Toba 
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